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keha{hrat ‘Allah SWT, karena hanya
atas perkenanNya, kita sekalian dapat
bertemu serta bersilaturrahmi -dalam
acara rapat:kerja ini.:Atfas, I\esem~
patan ' yang dlben[\_an untuk menyam-
paikan.: ‘materi. -tentang . “PERAN
DAERAH DALAM MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN. DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT”,
saya . menyampaikan ' terima - kasih
yang sebesar-besarnya, disertai hara-
pan kiranya melalui sambung rasa ini
akan dapat semakin membangun dan
memperkokoh -sinergi -antara. jajaran
Polri dan daerah untuk bersama-sama
mewujudkan kesejahteraan dan rasa
aman masyarakat sebagai manifestasi
keterpaduan penyelenggaraan peme-
rmtahan :

?ARA PESERTA RAKER
SEKALJAN.
- ‘Pemahaman masalah peran

daerah dalam menjaga keamanan dan
ketertiban  masyarakat - (KAMTIB-
MAS) paling tidak akan terkait serta
mencakup substansi materi tentang
pengertian Kamtibmas, apa peran

Pujl syukur mari - klta'pan_]atkan__ e
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' '-PERAN DAERAH DALAM MENJAGA S’{ABELHTAS
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

C CERAMAHKAPOLRI'PADA ACARA RAPAT KERJA KEPALA .
|  DAERAHTAHUN2002) o

dareah dan keterkaxtannya denoan'._:f P

Kamt:bmas serta.; bagaimana _ kerja -

sama - daerah ‘dengan gajaran ‘Polri.

dalam: mewujudkan smergx menjaga_:'.

_ stabﬂltas Kamtibmas. .

' Mengawah penyampalan materi -:-'_j.

pasal - 1 ayat. (5) UU No, 2/2002

tentang chohsmn Negara Repu_bi:k

Indonesia, mmusan . Kamtibmas

mengandung makna :

1. Merupakan kond;s: dinamis ma-
syarakat ‘sebagai.  salah saftu
prasyarat ... .- terselenggaranya
proses -pembangunan nasional
dalam rangka. tercapainya tujuan
nasional, ditandai : dengan
terjaminnya . - keamanan,
ketertiban dan tegaknya hukum
_serta terbinanya ketentraman.

2.~ Mengandung. .. .. kemampuai
membina serta.mengembangkan
potensi - -dan. kekuatan
masyarakat dalam menangkal,
mencegah dan menanggulangi
segala  bentuk - pelanggaran
hukum  dan beniuk - gangguan
lainnya vang dapat meresahkan
masyarakat.

Rumusan tersebut menun}ﬁkkan
bahwa walaupun pasal 30 ayat (4)

UJUD45  perubahan  kedua me-
nyatakan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai alat

" marilah - kita terlebih dahuiu-;_.f .
memahaml Kamttbmas ‘dan dimensi-."
nya.. Sebasalmana dmyatakan dalam



negara - yang' menjaga -
namuin masyarakat

jawab - untuk berperan
mewujudkan Kamubmas _

serta

diartikan secarz luas,
dalamnya lembaga-lembaga pemenn—
tahan non Polri. :

“Hal {ersebiit akan semakm nyata
apablla kita ‘menyadari bahwa ‘upaya
mewujudkan - kondisi Kamtlbmas
akan berhadapan ‘dengan - ancaman

. yang dlhhat dara benwk dan 51fatnya

berwu_]ud =

i *-Faktor Lorelat:f Iﬁ'zmmogen

CUPKKY merupakan “berbagai
“keadaan ' tertentu yang

‘berpengaruh dan atau mempunya

Kattan erat bagi timbulnya Police
Hazard (PH) dan Ancaman

“Faktual (AF). -

Bentuk " dan 'sifat ancaman ini
“pemecahan  masalahnya ‘secara
" “mendasar - berada diluar

kompetensi Polri, tetapi melekat

pada fungsi dan tugas instansi
pemerintahan non Polri.

2. Police’ Hazard (PH) adalah
berbagai situasi dan kondisi dan
atau-potenst kehidupan masya-
rakat “yang dapat menimbulkan
peluang  munculnya Ancaman
Faktual (AF).

Bentuk dan sifat ancaman ini

penanggulangannya dengan

menggelar fungsi preventif oleh

Polri, instansi pemerintahan non

Polri  maupun  badan  PAM-

SWAKARSA. / lingkungan.

3. ‘Ancaman Faktual (AF) adalah
berbagai peristiwa atau kasus
kriminalitas  tertentu  yang
pemunculannya akibat dari tidak
teratasinya  berbagai  Police

Kamtibmas, = o
hertang ung-:-;--g_{-__- e

secara
swakarsa, "Mayarakat dalam ‘hal Tl
termasuk di
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+Hazard: (PH) maupun: Faktor
» Korelatsf Krintinegen, (FKK).
" Bentuk dan sifat ancaman ini
Jpenanganannya dengan  meng-
" gelar “fungsi ' represif  yustisial
“maupun non yustisial oleh Polri
dan . PPNS  dari  instansi
pemierintah * mon” Polri ‘ sesuai
peraturan perundang-undangan
‘yang mendasarinya. i

‘PARA PFSERTA RAKER
SEKALIAN. R,

Berdasarkan ‘UU no. 22 tahun'
1999 tentang Pemerintahan Daerah,
daerah - Smempunyai
kewenangan ~ dan’ kewajiban yang
apabila “kita kaji secara eksplisit

maupun © implisit  menunjukkan
eksistensi - peran daerah  dalam
menjaga - stabilitas  Kamtibmas.

Kewenangan dan kewaﬂban teisebut
antara lain :

1. Kewenangan daerah dalam
seluruh  bideng pemerintahan,
kecuali  kewenangan dalam
bidang politik = luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain (pasal 7
ayat 1)

Mengelola sumber daya nastonal
yang tersedia di wilayahnya dan
bertanggungjawab  memelihara
kelestarian lingkungan (pasal 10
ayat 1), serta kewenangan
diwilayah laut (pasal 10 ayat 2)
yang meliputi :

i~

a, Eksplorasi, ekspoitasi,
konservasi dan penge-lolaan
kekayaan lawt  sebatas

wilayah laut tersebut.
b. Pengaturan kepentingan
administratif.

- sejumlah



¢.-Bantuan

“meliputi -
ikesehatan,
) "kebudayaan
" “perhubungan,

- c..Pengaturan-tata ruang..
d Penengakan hukum tehadap

- peraturan . yang dikeluarkan

soleh . dareah i atau: yang

g -dilimpahkan :: -kewenangan-

© nyaoleh pemerintah.’”. .
penegakan: - ke-
~amanan odan keéaulatan

negara.

B;dang pemenntahan y'mg wayb
: _'dllaksanal\an

.-daerah
kota

oleh:
dan daerah
peker_]aan umum,
penduizkan “dan

pcrtaman,
mdLSt'ﬂ “dan
perdagangan, penanaman modal

<abupaten

-+ lingkungan . hidup, pertanahan,

4.

“:koperasi dan tenaga her_]a (pasal
<11 ayat 2).

Kewenangan propinst - sebagai

daerah - otonomy dalam - bidang

pemerintahan yang bersifat lintas
- kabupaten dan kota (pasa} 9 ayat
B

Tugas dalam rangka pembanman

dari pemeriniah kepada daerah
{pasal 13 ayat 1)
Kewajiban kepala daerah (pasal

43y yang meliputi -

‘a. Mempertabankan dan me-
melihara  keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana cita-cita pro-
kiamasi kemerdekaan tang-
gal 17 Agustus 1945; .

~b. Memegang teguh Pancasila

dan UUD 45;
-c. Menghormati
rakyat;
d. Menegakkan seluruh pera-
turan perundang-undangan;
e. Meningkatkan taraf ke-
sejahteraan rakyat;

kedaulatan
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f::Memelihara - ketentraman
oo dan ketertiban, masyarakat
. --'_Mengajukan rancangan pe-
- raturan--daerah - dan “mene-
.. tapkannya sebagai peraturan
++/: daerah.. bersama .dengan
G DERD.
7. -_Kewenanoan menetapkan pe-
~orafuran  daerah  {(pasal. 69) dan
t - keputusan-kepala. daerah (pasal
T2, serta menunjuk pe}abat yang
- diberizinotugas o« somelakukan
'gpeny1d1kan terhaciap pelanggaran
< atas ketentuan peraturan daerah
. (pasal T4 ayat 2).. :
8, Membentuk ~satuan polisi pa-
mong -praja dalam ‘rangka me-
- nyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban - serta. menegakkan
peraturan daerah (pasa] 120 ayat

).

PARA PESERTA RAKER
SEKALIAN,

Dengan mengkaji dan
mendalami kewenangan dan
kewajiban  daerah - sebagaimana
tersebul diatas, dapat terlihat peran
daerah - dalam - menjaga stabiiitas
Kamtibmas, terutama keterkaitannya
dalam  menanggulangi  ancaman
Kamtibmas batk FKK, PH maupun
AF.

Peran daerah menjaga stabilitas
Kamtibmas tersebut dapat dijelaskan
sebagal berikut

1. Mengeliminasi ancaman
Kamtibmas yang berupa
kerawanan FKK. Setiap aspek
teknis  pemerintahan  yang
diselenggarakan  oleh  daerah
{pengelolaan  sumber  daya
nasional  yang tersedia  di

wilayahnya, pekerjaan umum,



wiikesehatan, - -pendidikan  dan
+ kebudayaan;’ ' i pertanian,
- perhubungan, © industri . dan

wriperdagangan,‘penanaman modal,
- dingkungan. - hidup, “/pertanahan,
“~koperasi, tenaga ‘kerja, maupun

ik dg_n kota)
'- mengéndung '
2 '--'-.'Kafntibmas
- Bebagai
4 dikémukakan
wiqrayek anﬂkutan umum pada rufe
«-terfentu menimbuikan unjuk rasa
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“ pertokoan

yang bersifat lintas’ kabupaten
- kesemuanya
kerawanan
=berupa o FKEL
contoh " dapat
banyaknya iiin

pengernudi, © “ijir " bangunan
; vang " tidak

mengindahkan ‘perparkiran.

* Jelaslah setiap penyelenggaraan
“iekais

pemerintahan - harus
wempertimbangkan - kemung-
kinan kapdungan = kerawanan
Kamitibmag yang potensial ada
didalamnya. Oleh  karena itu
uniuk menjaga stabilitas
Kamtibmas = perlu ~ langkah
preemitif pada setiap
penyelenggaraan  aspek  teknis
pemerintahan  untuk - meng-

* eliminasi kandungan kerawanan

dimalsud.

Menanggulangi ancaman
Kamtibmas yang berupa PH.
Kewenangan  daerzh  untuk
melakukan  regulasi  melalui
pembuatan  peraturan  daerah
maupui keputusan  kepala

daerah, merupakan salah sat
sarana untuk menanggulangi PH.
Sebagai  contoh  pengaturan
penempatan rambu  lalu-lintas,
pengaturan penempatan
pedangang kaki lima,
administrasi penduduk dan lain-
lain. Di sisi lain kewenangan
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-prakarsa - dan:

Loountuko

untuk membentuk - satuan polisi

‘i pamong’ praja - dalam  rangka
¢ menyelenggarakan ketentraman
~ dan - ketertiban  umum,

juga
merupakan - peran .0 preventif
dalam menjaga - stabilitas
Kamtibmas. Disamping ity
daerah  dengan - kewenangan
otonominya harus dapat
menumbuh kembangkan
‘pemberdayaan
lapisan - masyarakat
mengimplementasikan
sistein pengamanan swakarsa di
lingkungan masing-masing.

Menanggulangi - - ancarnan
Kamiibmas yang berupa AF.
Keberadaan polisi pamong praja
vang dibentuk  juga  untul
menegakkan peraturan  daerah
kewenangan  yang - dimiliki
satuan  polisi pamong - praja
tersebut pada dasarnya
merupakan peran represif non

segenap

justisil dalam menjaga stabilitas

Kamiibmas, antara lain dapat
dilakukan dalam bentuk
penertiban pengamen, pengernis
dan pedagang kaki lima yang
mengganggu Kamtibmas Lantas.
Di samping itu melalui peraturan
daerah dapat ditunjuk pejabat
lain (termasuk pejabat dalam
satuan  polisi pamong praja)
untuk  melakukan - penyidikan
terhadap  pelanggaran  atas
ketentuan  peraturan  daersh.
Melalui kewenangan menunjuk
peiabat menjadi PPNS tersebhut,
daerzh dapat berperan di bidang

represif  justisil.  Disisi  lain,
melalui APBD  daerah dapat
menetapkan  anggaran  bagi

keperluan autopsi / pemeriksaan



.untul«: memperoleh vxsurn 2 N
' rangka_}_: R
oleh' R

© “Repertum,. . dalam
. mendukung penyxdlkan
.Polri FERHRE S
. ""ri'PARA PESERTA RAKER
_ SEKAHAN ' '
Berdasarkan - uraian ch atas,
'daerah “melalul. kewenangan dan

kewajibannya yang diatur dalam UU

©-no:22-tahun 1999, mempursyal dan

_ bahkan i harus
. menjaga. stabilitas

berperan
Kamubmas

- karena - mempakar_l prasyarat “bagi

terselengga;anya pembanguﬂan
‘untuk. cmewujudkan . kesejahteraan
masyarakat Sehubungan. dengan hal
tersebut perlu dikembangkan
keriasama antara jajaran Polri dan
daerah dalam komteks menjaga
stabilitas -Kamtibmas, antara . lain
dibidang :

1. Pendidikan / lanhan satuan pohsa
. pamong praja dan PPNS dalam

rangka-pemberian / peningkatan
gerta  pembinaan -kemampuan
teknis  kepolisian khusus -dan
- penyidikan.

2. ‘Pengembangan dan pelaﬂhan
 serta -bimbingan teknis terhadap
“badan . pengamanan -swakarsa
" baik ~ dilingkungan  instansi

- 'pemerintah, pemukimam
- maupun perusahaa.

3. ‘Eliminasi  kerawanan

dalam  setiap © aspek

FKX
teknis

: _:penyeienggaraan pemerintahan, i

: ""_-antara 1am dengan kelkutsertaan
“Polri “Gaerah " 'dalam
perencanaan pembangunan dan
_event-event lainnya.

iih04, . Pengamanan o terhadap. - cke- !
', 'bijaksanaan ' dacrah  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan
mewijudkan kesejahteraan
masyarakat.
3..xTukar, i menukaz‘ <. informasi ..
- fentang- ancaman . -kerawanan.
_Kamtibmas dalam - rangka
- pemehharaan stab;iztas Kam-
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tibmas nasional maupun dacrah.

PARA PESERTA RAKER
SEKALIAM. . o

Dermknn uraian smgkat tenﬂng
peran . -daerah: .. dalam . menjaga
stabilitas. -+ Kamtibmas, . - dengan
harapan = kiranya kerjasama: dan

keterpaduan jajaran Polri.

Dengan daerah semakin dapat
ditingkatken dalam . bersama-sama
menyelenggarakan - fungsi pemerin--
tzhan untuk- mewyjudkan keamanan
dan kesejahteraan masyarakat.

- “Semoga Allah  SWT senantiasa
memberikan lindungan ‘dan bim-
bingannya kepada kita sekalian,

WASSALAMUALAIEUM
WR.WEB.





